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ABSRTAK 

 Tugas pihak Kepolisian dalam memberikan teguran atau sanksi terhadap 

anggota yang lalai dalam menjalankan tugas pengawalan tersebut merupakan 

tanggungjawab dariunit PROPAM. PROPRAM bertugas secara sederhana umum 

membinadan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan 

pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan 

POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan 

tindakan anggota/pns POLRI, yang dalam hal ini dilakukan oleh Provost. Tugas 

Provost dalam penegakan disiplin, ketertiban dilingkungan POLRI dipertanggung 

jawabkan kepada Pus Provost. 

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang 

dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep 

dan/atau sang pengembangnya. Penelitian ini untuk gambaran mengenai kinerja 

Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan dalam penanganan pengawalan lalu lintas di 

jalan. Penelitian bersifat memaparkan, menuturkan, menafsirkan dan menganalisis 

kinerja Satuan Lalu Lintas Bangkalan dalam menangani pengawalan.Sehingga 

jenis penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian deskriptif yaitu memaparkan 

penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan seluruh hasil penelitia. 

 Adapun saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Para anggota kepolisian agar lebih mampu bekerja sesuai prosedur yang telah 

ditetapkan oleh pimpinan, sehingga tidak menyalahgunakan tugas dan 

wewenang sebagai anggota polisi Republik Indonesia dalam melakukan standar 

operasional pengawalan lalu lintas.  

2. Para petinggi aparat kepolisian agar lebih mampu mengendalikan setiap 

anggotanya agar tidak menyalahgunakan tugas dan wewenang sebagai anggota 

polisi Republik Indonesia dalam melakukan standar operasional pengawalan 

lalu lintas. 

 

Kata Kunci: Pelanggaran Terhadap Anggota Standar Operasional Prosedur 

Pengawalan Polri 
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